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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

TANAH BUMBU

NOMOR : 4 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan, maka di pandang perlu
mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265 );

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4262 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sabagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagal perangkat daerah dalam wilayah kerja
Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kecamatan dan
Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan administratif Kecamatan dan
Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan
dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
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BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Camat, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah adalah Perangkat Daerah dalam wilayah kerja
Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

BAB I
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
K ecamatan

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan yang meliputi :

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,
membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
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Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kecamatan
menyelenggarakan fungsi :

a  perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan serta pelayanan masyarakat;

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;

pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;

pembinaan perekonomian dan pembangunan diwilayah Kecamatan;

pembinaan pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan;

pembinaan kesegjahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

pengelolaan kesekretariatan.
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Pasal 7

(1) Susunanorganisasi Kecamatan terdiri dari
a  Kecamatan.
b. Sekretariat Kecamatan.
Cc. Seks Pemerintahan.
d. Seks Ketentraman dan Ketertiban Umum.
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